BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 470 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 338
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa untuk tertib administrasi Program Pembentukan Peraturan
Bupati yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis
telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 338 tentang Penetapan
Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Tahun 2022;

bahwa sehubungan dengan adanya tambahan usulan Peraturan
Bupati dari Perangkat Daerah sehingga menyebabkan Lampiran
Keputusan Bupati Nomor 338 tentang Penetapan Program
Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2022,
perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);




S

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

‘ 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

‘ 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengubah atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 338 tentang
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang
Mongondow Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

2 T e—




Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat

KEDUA
kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Lolak
pada tanggal Z Aolum? 2022 (Lt
‘ LAANG MONGONDOW,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 420 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 AquUWuS 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR

338 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2022

NO. NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMRAKARSA

{ SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN —
' PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN, DINAS PERDAGANGAN

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN ESDM
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PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN

3. PEMBERHENTIAN SEMENTARA SANGADI DI DPMD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

2 PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BAGIAN HUKUM
BUPATI SETDA

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERBASIS DESA DI LINGKUNGAN | DINAS KEPENDUDUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG | DAN PENCATATAN SIPIL
MONGONDOW

NO PENGELOLA PARAF

KEPALA BAGIAN HUKUM v S

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

b S

SEKRETARIS DAERAH il &




